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P E N E T A P A N 

Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Ckr. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Cerai Talak antara: 

PEMOHON , A.Ma.Pd, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 09 September 1994, agama 

Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Atas, tempat kediaman di ALAMAT  dalam hal ini memberikan kuasa kepada 

Rohmat, S.Ag, S.H., M.H., Lukman Hakim, S.H.I Dan Erna Yuli Astuti, S.H., 

Advokat yang berkantor di Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah 

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, 

Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal sebagai  Pemohon 

m e l a w a n 

TERMOHON , tempat dan tanggal lahir Jati Kidul, 09 Februari 1997, agama Islam, 

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat 

kediaman di ALAMAT  sebagai  Termohon 

Pengadilan Agama tersebut ; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan; 

DUDUK PERKARANYA 

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 

2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam 

register perkara Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Ckr. telah mengajukan permohonan 

terhadap Termohon dengan uraian /alasan sebagai berikut:  

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat 

sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 795/14/VII/2016 

tertanggal 18 Juli 2016; 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di 

rumah kontrakan yang beralamat di: ALAMAT ; 

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis 

layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da 

Dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK I  , 

umur 1 tahun; 

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan 

dengan baik dan harmonis, namun sejak tanggal 11 Maret 2017 rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang 

terus menerus dengan penyebabnya yaitu:  

a. Masalah ekonomi, dimana Termohon menganggap nafkah pemberian 

Pemohon kurang mencukupi meskipun Pemohon sudah memberinya sesuai 

dengan kemampuan Pemohon; 

b. Sikap Termohon yang cemburu berlebihan, mengakibatkan Pemohon tidak 

nyaman untuk bergaul dan beraktifitas sehingga Pemohon merasa tertekan, 

hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran; 

c. Termohon susah diatur (sering melawan) terhadap Pemohon dan Termohon 

selalu marah ketika Pemohon bersilahturahmi ke rumah orang tua Pemohon; 

5. Bahwa pada puncaknya tanggal 16 Juli 2017 Termohon Pergi dari rumah tempat 

tinggal bersama (rumah kontrakan) tanpa seizin Pemohon; 

6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana 

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang 

Sakinah, Mawadah Warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu 

perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;  

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk 

mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi 

dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga 

berdasarkan hukum untuk menyatakan  Cerai Talak ini dikabulkan; 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili 

dan memutus perkara ini sebagai berikut: 
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PRIMAIR: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 

2. Memberikan izin kepada Pemohon  untuk menjatuhkan Talak satu Raj`i terhadap 

Termohon  

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 

SUBSIDAIR: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex 

aequo et bono); 

              Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon 

prinsipal tidak pernah hadir di persidangan dan diwakili oleh kuasa hukumnya; 

               Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula 

mengirimkan wakil/kuasa hukumnya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah; 

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya kuasa hukum Pemohon 

menyatakan  mencabut perkaranya; 

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk 

kepada hal-hal yang  tercantum  dalam berita cara  persidangan perkara ini yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bawa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah 

sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya  dipersidangan telah 

menyatakan mencabut perkaranya;  

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara 

ini dilakukan sebelum Termohon memberi jawaban, maka permohonan pencabutan 

tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Termohon; 

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat  dibenarkan sesuai 

dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan  

Pemohon  untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan; 
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Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara 

perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat legi generalis 

maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum 

dalam dictum amar penetapan ini;  

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

hukum Syara'  yang berkaitan dengan perkara ini; 

M EN E T A P K A N 

1. Mengabulkan  Permohonan Pemohon  untuk mencabut perkaranya; 

2. Menyatakan permohonan Pemohon telah selesai karena dicabut ; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 516.000,- (Lima 

ratus enam belas ribu rupiah); 

           Demikian penetapan  ini dibacakan di Cikarang,  pada hari kamis  tanggal 07 

Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, 

S.H., M.SI.  sebagai Hakim Ketua serta IKIN, S. Ag dan  DRS. SAYUTI. masing-

masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu 

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota 

serta MOHAMMAD RAMDANI, SH., Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh 

Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Ketua Majelis, 

 

 

DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI. 

Hakim Anggota,  

 

 

IKIN, S. Ag 

Hakim Anggota, 

 

 

DRS. SAYUTI 

Panitera Pengganti, 
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MOHAMMAD RAMDANI, SH 

 

Rincian biaya perkara: 

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,- 

2. Proses        : Rp.  50.000,- 

3. Panggilan       : Rp. 425.000,- 

4. Redaksi         : Rp.   5.000,- 

5. Materai         : Rp.   6.000,- 

      Jumlah       :  Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) 
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